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ABSTRAK 

 
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG 

TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI 
TAHUN 2025 

 
Oleh 

RAFFI ATHALLAH ADHYAKSA HASAN 

 
Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan instrumen penting dalam 
perlindungan hak-hak pekerja, khususnya untuk menjamin penghasilan yang 
layak sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, 
pelanggaran terhadap pembayaran upah masih terjadi di berbagai perusahaan di 
Provinsi Lampung. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran Dinas 
Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan guna memastikan 
kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan UMP Tahun 2025. Penelitian ini 
difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana kewenangan 
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025; dan (2) faktor-
faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan kesejahteraan pekerja dalam 
penerapan UMP di Provinsi Lampung. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data 
dalam penulisan ini dengan wawancara serta studi Pustaka dan analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan oleh Dinas Tenaga 
Kerja Provinsi Lampung dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif, 
baik secara rutin maupun insidental. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh 
keterbatasan jumlah pengawas, minimnya anggaran operasional, rendahnya 
tingkat kepatuhan perusahaan, serta kurangnya pemahaman pekerja mengenai 
hak-hak normatifnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan 
kesejahteraan pekerja dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, kepatuhan 
perusahaan, kualitas sumber daya manusia, efektivitas pengawasan, serta 
implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan 
penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum agar penerapan UMP 
dapat berjalan secara optimal. 
 
Kata Kunci: Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Dinas Tenaga Kerja. 
 
 



 
ABSTRACT 

 
SUPERVISION BY THE LAMPUNG PROVINCIAL MANPOWER 

OFFICE ON THE IMPLEMENTATION OF THE 2025 PROVINCIAL 
MINIMUM WAGE 

 
By 

RAFFI ATHALLAH ADHYAKSA HASAN 
 

The Provincial Minimum Wage (UMP) serves as a crucial regulatory instrument 
for safeguarding workers’ rights, particularly in ensuring a decent standard of 
living as mandated by national labor legislation. Nevertheless, wage-related 
violations remain prevalent among companies in Lampung Province. This 
situation underscores the pivotal role of the Lampung Provincial Manpower 
Office in overseeing and enforcing compliance with the 2025 UMP regulations. 
This research examines two primary issues: (1) the scope of authority exercised 
by the Lampung Provincial Manpower Office in supervising the implementation 
of the 2025 UMP, and (2) the factors influencing the enhancement of workers’ 
welfare in the context of UMP implementation in Lampung Province. 

This study employs an empirical juridical research approach. Data were collected 
through interviews and literature review, while the analytical method used was 
qualitative descriptive analysis. 

The research findings indicate that supervisory functions are carried out through 
preventative and repressive measures, conducted both routinely and on an 
incidental basis. However, the overall effectiveness of these measures is 
constrained by several challenges, including the limited number of labor 
inspectors, insufficient operational funding, low employer compliance, and 
inadequate awareness among workers regarding their normative rights. The study 
further finds that workers’ welfare is influenced by regional economic conditions, 
employer compliance, human resource quality, supervisory effectiveness, and the 
implementation of employment social security programs. Strengthening 
supervisory capacity and law enforcement is therefore essential to ensuring the 
effective and optimal implementation of the UMP. 

Keywords: Supervision, Provincial Minimum Wage, Manpower Office. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan 

nasional. Keberadaannya tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan 

produksi, tetapi juga sebagai suatu subjek pembangunan yang hak-haknya wajib 

dilindungi oleh negara. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi suatu 

aspek penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, 

dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, ketenagakerjaan di Indonesia 

sendiri berperan sebagai penggerak utama dalam tata kehidupan ekonomi dan 

menjadi sumber daya yang jumlahnya sangat besar.  

 

Tingginya angka kehidupan ekonomi dan sumber daya masih diiringi dengan 

permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, meliputi banyaknya 

pengangguran serta minimnya kesempatan kerja yang tersedia. Meskipun 

demikian, Indonesia sebagai negara yang berkembang terus berupaya melakukan 

percepatan pembangunan di berbagai sektor, sebagaimana ketenagakerjaan 

memegang suatu peranan penting yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan 

nasional, sebagaimana berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Upah pada dasarnya adalah tujuan utama bagi para pekerja/buruh. Oleh sebab itu, 

perusahaan perlu memperhatikan sistem pengupahan yang baik dan benar sesuai 

dengan tata cara perusahaan dan aturan yang yang berlaku agar mewujudkan hak 

dan kewajiban yang seimbang baik dari perusahaan maupun dari pekerja/buruh. 

Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengadakan aturan mengenai upah 

kerja yang ditentukan dalam upah minimum. Dalam hal ini, upah minimum yang 



di tetapkan pemerintah akan meningkatkan output terhadap. konsumsi 

masyarakat.1 Untuk melindungi pekerja yang juga diibaratkan sebagai pihak yang 

tidak lebh tinggi kedudukannya dari pengusaha, maka pemerintah turut serta 

untuk menetapkan sistem pengupahan yang akan berlaku.2  

 

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak-hak pekerja masih sering terjadi, 

baik di sektor formal maupun informal. Beberapa bentuk pelanggaran yang umum 

ditemukan antara lain pembayaran upah di bawah Upah Minimum Provinsi 

(UMP), tidak diberikan jaminan sosial tenaga kerja seperti BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan, jam kerja yang melebihi ketentuan tanpa pemberian upah 

lembur, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa melalui 

prosedur yang sah.  

 

Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap norma 

ketenagakerjaan dan perlunya ada pengawasan yang lebih intensif. Maka sejalan 

dengan hal tersebut hadirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang untuk melindungi hak-hak pekerja tersebut. 

 

Pengawasan ketenagakerjaan memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa 

aturan-aturan ketenagakerjaan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 Tentang Tata 

Cara pengawasan Ketenagakerjaan, hadir sebagai upaya untuk menjamin 

terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sekaligus 

melindungi hak-hak dasar pekerja. Dalam hal tanggung jawab atas Pengawasan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan tanggung Jawab pemerintah Provinsi 

melalui Dinas Tenaga Kerja yang bertindak sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah pusat di daerah sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang 

 
1 Zainuddin Priyono, Ismail, 2012, “Teori Ekonomi”, Yogyakarta: Dharma Ilmu, hlm.36. 
2 Taufiq Ismail, 2010, “Implementasi Kebijakan Pengupahan Terhadap Pekerja DalamPerjanjian 
Kerja Di Pt. Sumber Jaya Garment Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003”,Surakarta: Universitas Muhammadiyah, hlm 5. 



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .  

 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/720/V.08/HK/2024 tentang 

Penetapan UMP Provinsi Lampung Tahun 2025. Pada saat ini Upah Minimum 

Provinsi (UMP) Lampung sebesar Rp2.893.070 per bulan. Namun dalam 

pelaksanaanya masih terdapat perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai 

dengan upah minimum yang telah diatur. Hal ini dikarenakan, efektivitas 

pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti terbatasnya 

jumlah pengawas, minimnya anggaran operasional, kurangnya kesadaran hukum 

dari pihak pengusaha maupun pekerja, serta lemahnya penegakan hukum terhadap 

pelanggaran yang terjadi. 

 

Upaya Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja dituntut untuk 

terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan tersebut 

antara lain meliputi memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, 

menyediakan dan perluasan kesempatan kerja, penyediaan informasi lowongan 

kerja, pemberian pelatihan serta keterampilan bagi calon tenaga kerja, 

perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sebagaimana hal ini sejalan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana 

diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

 

Dalam implementasinya, Hukum ketenagakerjaan merupakan suatu perangkat 

yang penting dalam meberikan perlindungan terhadap hak-hak dari pekerja atau 

buruh yang bekerja pada suatu perusahaan.3 Dalam hal ini, terdapat peran 

pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja tidak semata-mata terbatas pada 

penyediaan lapangan kerja, melainkan juga menitikberatkan pada aspek 

pengawasan dan perlindungan tenaga kerja guna mencegah terjadinya 

pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan.  

 

 
3 Mohammad Ilyas, “Pengambilalihan Dan Penutupan Perusahaan Yang Berdampak Pada 
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan,” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 107, 



Pengawasan ketenagakerjaan memiliki fungsi strategis dalam memastikan 

terpenuhinya hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jaminan sosial, 

keselamatan kerja, serta larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Dengan 

adanya pengawasan yang baik, diharapkan tercipta hubungan Industrial yang 

harmonis antara pekerja dan pengusaha. 

 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pengawasan ketenagakerjaan 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hak-hak 

tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: 

“Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung atas Pelaksanaan Upah 

Minimum Provinsi Tahun 2025”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

permasalahan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Upah Minimum Provinsi 

(UMP) di Provinsi Lampung tahun 2025? 

b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan pekerja 

dalam penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Lampung tahun 2025. 

b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penerapan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) di Provinsi Lampung. 



1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di 

bidang hukum ketenagakerjaan, terutama mengenai implementasi 

pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum provinsi. 

b. Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas 

tema serupa, baik mengenai pengawasan ketenagakerjaan maupun 

implementasi kebijakan upah minimum di daerah. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

a. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Lampung, sehingga penerapan upah minimum lebih 

optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b. penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya 

kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum sebagai bentuk tanggung 

jawab sosial dan hukum dalam menjalankan usaha. 

c. penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai hak-hak 

mereka terkait dengan upah minimum serta mekanisme pengawasan yang 

dilakukan pemerintah daerah dalam rangka melindungi kesejahteraan 

tenaga kerja. 

d. penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran strategis 

pemerintah provinsi dalam menjamin terlaksananya perlindungan hak-hak 

pekerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan 

sosial dan pembangunan daerah. 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemerintah Daerah 

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah 

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, hubungan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini 

harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Pemerintahan Daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya 

dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Otonomi daerah itu sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang 

dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengelola secara mandiri urusan 

pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM bahwa 

Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh 

perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi meliputi pemerintah daerah 

provinsi dan DPRD provinsi, sementara pemerintahan daerah kabupaten/kota 

terdiri dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. 

 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan 

prinsip otonomi daerah, yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan 
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masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan yang  menjadi 

kewenangan pusat tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah 

pusat demi kepentingan pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat di 

seluruh daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dilaksanakan 

dengan asas-asas berikut ini : 

1. Asas Desentralisasi 

Desentralisasi pada dasarnya muncul ketika sentralisasi melalui asas 

dekonsentrasi tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan efektif, 

yang mengakibatkan kegagalan dalam menciptakan pemerintahan yang 

demokratis. Secara etimologis istilah “desentralisasi” berasal dari bahasa 

latin, de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Desentralisasi 

berarti melepaskan dari pusat. Desentralisasi dari aspek hukum administrasi 

diartikan sebagai penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan.4 

 

Pemerintahan yang baik harus dapat mengakomodasi unsur-unsur lokal 

berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, sebagian urusan 

pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah pusat perlu diserahkan 

kepada organ negara di daerah, yaitu pemerintah daerah, untuk dikelola 

sebagai urusan internalnya. Proses ini, di mana sebagian urusan pemerintahan 

diserahkan kepada daerah untuk dikelola secara mandiri, dikenal sebagai 

desentralisasi.5 

 

Terkait dengan urusan desentralisasi, Bagir Manan menjelaskan bahwa dari 

perspektif penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi bertujuan untuk 

mengurangi beban kerja pemerintah pusat. Dengan desentralisasi, berbagai 

tugas dan tanggung jawab dipindahkan ke daerah, sehingga pemerintah pusat 

dapat lebih fokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan 

nasional atau negara secara keseluruhan. Pemerintah pusat tidak perlu 

 
4 Muhammad Akib. 2019. Hukum Lingkungan Perskpektif Otonomi Daerah, Yogyakarta: Graha 
Ilmu, hlm.1 
5 Titik Triwulan. 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Prestasi 
Pustaka, hlm.122 
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memiliki aparat di daerah kecuali untuk kebutuhan tertentu. Maka ini tidak 

berarti bahwa fungsi dekonsentrasi tidak boleh ada dalam kerangka 

desentralisasi.6 

2. Asas Dekonsentrasi 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia tidak hanya berlandaskan 

pada asas desentralisasi, tetapi juga pada asas dekonsentrasi. Hal ini tercermin 

dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

yang mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya, 

kecuali untuk urusan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai tanggung 

jawab pemerintah pusat.  

 

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dekonsentrasi adalah 

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada 

instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan 

bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 

 

Dekonsentrasi adalah salah satu bentuk desentralisasi, jadi setiap 

dekonsentrasi pasti termasuk dalam kategori desentralisasi, namun 

desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi. Menurut Stoink, 

dekonsentrasi adalah pemberian instruksi kepada pejabat pemerintah atau 

lembaga yang berada dalam struktur hierarki suatu badan pemerintah untuk 

melaksanakan tugas-tugas tertentu, dengan memberikan wewenang untuk 

mengatur dan membuat keputusan dalam beberapa hal, meskipun tanggung 

jawab akhir tetap berada pada badan pemerintah itu sendiri.7 

 

yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam hal ini Urusan Pemerintah 

yang dapat ditugasbantukan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

kewenangan yang bersifat “Atributif”, sedangkan untuk kewenangan yang 

 
6 Ibid, hlm.122-123. 
7 Lukman Santoso. 2015. Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran 
Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.56. 
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bersifat delegatif tidak dapat dipertugas pembantuankan.8 

Dengan demikian pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya dapat melimpahkan pelaksanaanya kepada derah 

berdasarkan asas dekonsentrasi dan dapat pula menugaskan kepada daerah 

berdasarkan asas tugas pembantuan. Sementara untuk Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya selain dilaksanakan sendiri berdasarkan asas otonomi, juga dapat 

menugaskan kepada Daerah atau Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.9 

 

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau 

Walikota, serta perangkat daerah yang berperan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Pemerintahan daerah berfungsi sebagai bagian dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tugas pemerintah pusat juga 

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tidak semua urusan 

pemerintahan diserahkan kepada daerah, mengingat kondisi dan kapasitas masing-

masing daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktiknya, terdapat 

keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang dipimpin.10 

 

Kewenangan selalu terkait dengan individu, urusan, dan pemberi kewenangan. 

Sedangkan wewenang itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh badan, pejabat, 

atau penyelenggara negara lainnya untuk membuat keputusan dan mengambil 

tindakan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam kewenangan tersebut, terdapat 

berbagai hak tertentu yang terkandung di dalamnya. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, kewenangan pemerintah daerah terbagi menjadi tiga kategori: 

 
8 H. Rahyunir Rauf. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah( Dekonsentrasi, 
Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya). Riau: Zanafa Publishing, hlm. 162. 
9 Muhammad Akib. Op. Cit, hlm. 32. 
10 Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 
3. 
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1. Kewenangan Absolut 

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, mencakup bidang seperti 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal nasional, 

dan agama. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dapat melaksanakan 

kewenangan ini secara langsung atau mendelegasikannya kepada instansi 

vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, berdasarkan prinsip 

dekonsentrasi. 

 

2. Kewenangan konkuren 

Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota jika 

lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatifnya terkait dengan daerah 

tersebut, serta jika pengelolaan sumber daya dapat lebih efisien dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Kewenangan konkuren ini meliputi: 

a. Urusan Pemerintahan Wajib 

Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, 

ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.Urusan 

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup tenaga kerja, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, 

lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil 

dan menengah, serta penanaman modal. 

b. Urusan Pemerintahan Pilihan 

Urusan ini ditentukan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga 

kerja dan pemanfaatan lahan, termasuk bidang kelautan dan perikanan, 

pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, 

perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi. 

 

3. Kewenangan Umum 

Kewenangan ini merupakan tanggung jawab presiden sebagai kepala 

pemerintahan, namun dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah 
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masing-masing dengan bantuan instansi vertikal dan dibiayai oleh Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

 
Menindak lanjut mengenai kewenangan pemerintah, urusan pemerintahan wajib 

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan merupakan kewenangan pemerintah 

daerah yang harus diselenggarakan oleh setiap daerah, mencakup pengaturan, 

pembinaan, serta pengawasan dalam pelaksanaan upah minimum provinsi sebagai 

bagian dari perlindungan hak-hak pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kewenangan ini melekat pada pemerintah 

daerah, termasuk dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum.  

 

Dalam hal ini, Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja sebagai perangkat 

daerah yang diberi kewenangan memiliki peran penting dalam memastikan 

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya melaksanakan pembayaran 

upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan 

amanat hukum bahwa pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak, 

sementara pemerintah wajib menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui sistem 

pengawasan ketenagakerjaan yang efektif. 

 

2.2 Pengawasan 

2.2.1 Pengertian Pengawasan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pengawasan” berasal dari 

kata “awas” yang berarti dapat melihat dengan baik-baik, tajam penglihatan.11 

pengawasan atau controling merupakan suata cara untuk memantau para aparat 

atau organisasi dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya apakah telah sesuai 

dengan yang telah di rencanakan dalam mencapai tujuan organisasi atau dalam 

proses tersebut mengalami kendala atau hal-hal yang di luar perkiraan.12 

 
11 Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Pengawasan.” Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Balai Pustaka. 
12 Rahmawati dan Rizki Amalia. 2020. Pengawasan Pemerintahan, Bandung: Cendekia Press, 
hlm.275. 



 
 

12 

Pengawasan adalah kegiatan krusial untuk memastikan bahwa pekerjaan dan 

tugas yang diberikan kepada pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan.13 Sama halnya dengan yang dikatakan MC Ferland 

pengawasan ialah suatu proses ketika pimpinan ingin mengetahui apakah hasil 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, 

perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.14 Pengawasan 

Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1ayat (9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 33 Tahun 2016 adalah kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan 

Peraturan Perundang-Undangan di bidang ketenagakerjaan.  

 

Pengawasan dalam konteks hukum merupakan evaluasi untuk menentukan apakah 

tindakan pemerintah sah secara hukum dan memiliki dampak hukum yang sesuai.  

Dari berbagai definisi pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah 

proses menilai atau mengukur sejauh mana seorang pegawai telah melaksanakan 

tugasnya secara efektif dan efisien, dengan tujuan utama untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 

2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaaan bertujuan untuk 

memastikan dilaksanakannya norma ketenagakerjaan di Perusahaan atau tempat 

kerja, kemudian pada ayat (2) nya dijelaskan pula bahwa pengawasan 

ketenagakerjaan berfungsi sebagai: 

a. Menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan; 

b. Memberikan penerangan dan penasihat teknis kepada pengusaha dan 

pekerja/buruh mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektifitas 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; 

c. Mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan dan keaadan 

ketenagakerjaan dalam arti seluas-luasnya sebagai bahan penyusun atau 

penyempurna peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

 
13 Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung.hlm. 8. 
14 Soewarno Handayaningrat, 2004. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara. Bogor: Ghalia 
Indonesia. hlm. 74. 
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Sejalan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas. Pengawasan 

ketenagakerjaan meliputi: 

a.  Perencanaan  

Pengawas ketenagakerjaan wajib menyusun rencana kerja pengawas 

ketenagakerjaan yang meliputi pembinaan, pemeriksaan, pengujian, 

dan/atau penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan 

preventif edukatif, represif non yustisial, represif yustisial. 

c. Pelaporan 

Laporan pengawasan ketenagakerjaan meliputi laporan pengawas 

ketenagakerjaan dan laporan unit ketenagakerjaan. 

 

2.2.2 Bentuk Bentuk Pengawasan 

Dalam hal pengawasan, Siagian mengklasifikasikan bentuk-bentuk pengawasan 

sebagai berikut.15 

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung 

a. Pengawasan Langsung adalah observasi dan pemeriksaan secara langsung 

di lokasi kegiatan. Dalam pendekatan ini, pengawas secara aktif 

melakukan inspeksi dan mengumpulkan informasi langsung dari 

pelaksana. Pengawasan ini meliputi pemantauan langsung terhadap proses 

atau kegiatan yang sedang berlangsung, untuk memastikan bahwa standar 

dan prosedur yang telah ditetapkan dipatuhi. Dengan cara ini, pengawasan 

langsung memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendetail 

mengenai kinerja pelaksanaan tugas atau proyek. 

b. Pengawasan tidak langsung adalah jenis pengawasan yang bergantung 

pada 

analisis laporan yang diberikan oleh pelaksana, baik secara lisan maupun 

tertulis. Dalam metode ini, pengawas melakukan penilaian berdasarkan 

informasi yang diterima tanpa melakukan observasi langsung di lokasi. 

 
15 Sondang P Siagian, 2021. Fungsi-Fungsi Manajerial. ed. Revisi. cet. I. Jakarta: Bumi Aksara. 
Hlm.134. 
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Selain itu, pengawasan tidak langsung juga mencakup evaluasi pandangan 

masyarakat dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan 

kegiatan. Meskipun tidak melibatkan kehadiran fisik di lapangan, metode 

ini memungkinkan evaluasi kinerja secara komprehensif dan menyeluruh 

berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan. 

 

2. Pengawasan Preventif dan Represif 

a. Pengawasan Preventif 

Secara bahasa, istilah “preventif” memiliki makna yang berkaitan dengan 

upaya mencegah. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya suatu peristiwa atau masalah dengan melakukan Tindakan 

sebelum suatu kegiatan atau tindakan dilakukan. Menurut Sujamto, 

pengawasan preventif adalah aktivitas pengawasan yang diterapkan sebelum 

pelaksanaan kegiatan dimulai.16 Pengawasan preventif menggunakan 

beberapa mekanisme atau alat untuk mencapai tujuannya. Beberapa alat 

yang bisa diterapkan meliputi:17 

1) Penyuluhan merupakan upaya memberikan informasi, edukasi dan 

pemahaman kepada pihak terkait tentang norma, kebijakan, dan 

prosedur yang harus diikuti. Tujuan dari penyuluhan adalah untuk 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tindakan preventif 

yang dapat diambil guna mencegah potensi pelanggaran. 

2) Pemantauan merupakan instrumen penting dalam pengawasan 

preventif. Proses ini melibatkan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan 

kegiatan atau proses untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan. yang teliti, 

potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal, memungkinkan 

tindakan korektif diambil sebelum masalah berkembang lebih jauh. 

3) Penggunaan Kewenangan Pengawasan merupakan bagian dari 

instrumen pengawasan preventif. Hal ini melibatkan penerapan hak atau 

 
16 Sujamto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.65. 
17 H. Dindin M Hardiman “Asas Ultitum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.4 (2), 2016, 
hlm. 68. 
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wewenang yang dimiliki oleh pihak tertentu untuk memastikan 

kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan. Penggunaan kewenangan ini 

secara bijaksana memungkinkan intervensi atau penegakan hukum 

dilakukan sejak dini untuk mencegah pelanggaran. 
 

b. Pengawasan Represif 

Dalam hal pengawasan, pendekatan represif berarti kegiatan pengawasan 

yang dilakukan setelah suatu tindakan atau kegiatan telah selesai. Fokus 

utama dari pengawasan represif adalah penerapan sanksi atau tindakan 

korektif setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan. Pengawasan represif 

dapat mencakup penundaan atau pembatalan, yang dilakukan setelah 

pelanggaran atau kesalahan terjadi untuk memberikan waktu dan 

kesempatan untuk memperbaiki situasi. 

 

Pengawasan represif hanya efektif jika dilakukan secara menyeluruh dan 

cukup intensif, laporan yang dihasilkan bersifat objektif dan analitis serta 

laporan tersebut disampaikan dengan cepat.18 Dengan demikian, pendekatan 

ini berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum dan sebagai cara untuk 

memberikan konsekuensi terhadap ketidakpatuhan terhadap aturan atau 

norma yang berlaku. 

 

Berdasarkanl lPeraturanl lMenteril lKetenagakerjaanl lNomorl l33l lTahunl l2016l ltentangl 

lTatal lCaral lPengawasanl lKetenagakerjaan,l lpelaksanaanl lpengawasanl lterhadapl lUpahl 

lMinimuml lProvinsil l(UMP)l lmerupakanl lsalahl lsatul laspekl lpentingl ldalaml lrangkal 

lmenjaminl lhakl lpekerja/buruhl luntukl lmemperolehl lupahl lsesuail ldenganl lketentuanl 

lyangl lberlaku.l lPengawasanl linil ldilakukanl lmelaluil ldual lmekanisme,l lyaitul lsecaral 

lrutinl ldanl linsidental.l l 

 

Pengawasanl lrutinl ldilaksanakanl lolehl lpegawail lpengawasl lketenagakerjaanl ldenganl 

lcaral lmelakukanl lpemeriksaanl ldokumenl lperusahaan,l lkhususnyal lyangl lberkaitanl 

 
18 Aditia Syaprillah, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen 
Pengawasan”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol 1(1) 2016, hlm 107. 
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ldenganl lpembayaranl lupah,l lsertal lmelaluil linspeksil llangsungl ldil llapanganl luntukl 

lmemastikanl lbahwal lpengusahal lbenar-benarl lmelaksanakanl lpembayaranl lupahl 

lsesuail lstandarl lminimuml lyangl ltelahl lditetapkanl lpemerintahl ldaerah.l lDil lsisil llain,l 

lpengawasanl linsidentall ldilakukanl lapabilal lterdapatl llaporanl lataul lpengaduanl ldaril 

lpekerja,l lserikatl lburuh,l lataul lmasyarakatl lmengenail ladanyal ldugaanl lpelanggaranl 

lpembayaranl lupahl lminimuml lyangl ldilakukanl lolehl lperusahaan.l l 

 

Mekanismel lpengawasanl ltersebutl lmenunjukkanl lbahwal lnegaral lhadirl luntukl 

lmelindungil lhak-hakl lpekerja,l lsekaligusl lmemberikanl lkepastianl lhukuml lbagil 

lpengusahal ldalaml lmelaksanakanl lkewajibannya.l lDenganl ladanyal lpengawasanl lyangl 

lefektif,l ldiharapkanl lpraktikl lpembayaranl lupahl ldil lbawahl lstandarl ldapatl ldicegah,l 

lsehinggal ltujuanl lpenetapanl lupahl lminimuml lsebagail ljaringl lpengamanl 

lkesejahteraanl lpekerjal ldapatl ltercapai. 

 

Pengawasanl linil lbiasal ldilakukanl lolehl lseorangl lpemimpinl lyangl ldapatl lmembantul 

ldalaml lmelaksanakanl lefektifitasl ldaril lperencanaanl ltersebut.l lSehinggal ladapunl 

ltujuanl lpengawasanl lyaitu:19 

1. Mencegahl lpenyimpanganl ldaril lpencapaianl ltujuanl lyangl ltelahl lditetapkan,l 

lsehinggal lkinerjal lberlangsungl lsesuail ldenganl lprosedurl lyangl lditentukan; 

2. Mencegahl ldanl lmengatasil lhambatanl lsertal lkesulitanl lyangl lmungkinl lmuncull 

ldalaml lpelaksanaanl lkegiatan;l ldanl l 

3. Mencegahl lpenyalahgunaanl lsumberl ldayal lsertal lmencegahl lpenyalahgunaanl 

lkekuasaanl ldanl ljabatan. 

 

2.2.3l lFungsil lPengawasanl l 

Pengawasanl lmemilikil lperanl lpentingl ldalaml lmenentukanl ladanyal lpenyimpanganl 

ldalaml lsuatul lpekerjaan.l lPengawasanl ljugal lberperanl luntukl lmengambill ltindakanl 

lperbaikanl lyangl ldiperlukanl lgunal lmemastikanl lbahwal lsemual lsumberl ldayal 

 
19

l lRikol lPambudil ldkk,l l“l lKebijakanl lPelayananl lDinasl lKependudukanl ldanl lPencatatanl lSipill ldalaml 

lPelayananl lPublikl ldil lKotal lBandarl lLampung”,l lJurnall lKritisl lHukum,l lVoll l9l l(6)l l2024,l lhlm.l l165. 
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lperusahaanl lataul lpemerintahanl ltelahl ldigunakanl ldenganl lefektifl ldanl lefisienl luntukl 

lmencapail ltujuanl lpenyelenggaraanl lpemerintahan.20 

 

Boharil lmenyatakanl lbahwal lpengawasanl lpadal ldasarnyal lberfungsil luntukl 

lmemastikanl lbahwal lrencanal lyangl ltelahl ldibuatl ldapatl ldijalankanl lsesuail ldenganl 

lharapan.21l lPendapatl lyangl lsamal ljugal ldikemukakanl lolehl lSimbolonl lyangl 

lmengartikanl lbahwal lfungsil lpengawasanl lyaitu:22 

a. Menguatkanl lrasal ltanggungl ljawabl ldanl lkesadaranl lpejabatl lyangl 

lbertanggungl ljawabl ldalaml lmenjalankanl ltugasl ldanl lwewenangl lmereka. 

b. Melakukanl lpelatihanl lkepadal lparal lpejabatl luntukl lmemastikanl lbahwal 

lmerekal lmenjalankanl ltugasl lsesuail ldenganl lprosedurl lyangl ltelahl lditetapkan. 

c. Mencegahl lterjadinyal lpenyimpangan,l lpenyelewengan,l lkelalaianl ldanl 

lkelemahan 

d. sehinggal ldapatl lmencegahl lkerugianl lyangl ltidakl ldiinginkan.l lMelakukanl 

lperbaikanl latasl lkesalahanl ldanl lpenyelewenganl luntukl lmemastikanl lbahwal 

lpelaksanaanl lpekerjaanl ltidakl lterhambatl ldanl ltidakl lterjadil lpemboronl lyangl 

lperlu. 

 

2.3.l lKetenagakerjaan 

2.3.1l lPengertianl lTenagal lKerja 

Ketenagakerjaanl lmerupakanl lelemanl lpalingl lpentingl lpadal lkehidupanl lmasyarakatl 

lIndonesia,l lsebabl lsebagail lsuatul lcaral luntukl lseseorangl ldalaml lmenghidupil ldirinyal 

ldan/ataul lkeluargal ldaril lhasill lbekerja.l ll lUndang-Undangl lDasarl lNegaral lRepublikl 

lIndonesial lTahunl l1945l lPasall l27l layatl l(2)l lmenyebutkanl lBahwal l“menegaskanl 

lbahwal lsetiapl lwargal lnegaral lberhakl latasl lpekerjaanl ldanl lpenghidupanl lyangl llayakl 

lbagil lkemanusiaan”.l l 

 

 
20

l lAmelial lCahyadini.l l2003.l lHukuml lPengawasan.l lBandung:l lPT.l lRemajal lRosdakarya.l lhlm.l l24. 
21

l lBohari.l l2004.l lPengantarl lHukuml lPajak.l lJakarta:l lPT.l lRajal lGrafindo.l lhlm.l l9. 
22

l lMaringanl lMasryl lSimbolon.l l2004.l lDasar-Dasarl lAdministrasil ldanl lManajemen.l lJakarta:l 

lPenerbitl lGhalial lIndonesia.l lhlm.l l62. 
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Hall linil ldapatl ldimaknail lbahwal lnegaral lmemberikanl lhakl lkepadal lmasyarakatnyal 

luntukl lmemperolehl lkehidupanl ldanl lpekerjaanl lyangl llayak,l lyangl lpadal lakhirnyal 

lberdampakl lpadal lpertumbuhanl lekonomil lsuatul lnegara.l lKajianl lmengenail 

lketenagakerjaanl ltidakl lhanyal lterbatasl lpadal lpemahamanl ltenagal lkerjal lsebagail 

lpelakul lproduksi,l ltetapil ljugal lmencakupl lregulasi,l lkebijakan,l lsertal ldinamikal 

lhubunganl lantaral lpekerja,l lpengusaha,l ldanl lpemerintah.l lDalaml lPasall l1l langkal l2l 

lUndang-Undangl lNomorl l13l lTahunl l2003l lTentangl lKetenagakerjaan,l ldidefinisikanl 

lbahwal ltenagal lkerjal ladalahl lsetiapl lorangl lyangl lmampul lmelakukanl lpekerjaanl lgunal 

lmenghasilkanl lbarangataul ljasal lbaikl lmemenuhil lkebutuhanl lsendiril lmaupunl luntukl 

lmasyarakat. 

 

Payamanl lJ.l lSimanjuntakl lmenjelaskanl lbahwal ltenagal lkerjal lataul lmanpowerl 

lmencakupl lpendudukl lyangl lsudahl lataul lsedangl lbekerja,l lyangl lsedangl lmencaril 

lpekerjaan,l lmaupunl lmerekal lyangl lmelakukanl lkegiatanl llainl lsepertil lbersekolahl ldanl 

lmengurusl lrumahl ltangga.23l lDenganl ldemikian,l lketenagakerjaanl ltidakl lhanyal 

ldipahamil lsebagail laktivitasl lbekerjal ldalaml lartil lsempit,l lmelainkanl ljugal lsebagail 

lkeseluruhanl lpotensil lsumberl ldayal lmanusial lyangl ldapatl lberperanl ldalaml lkegiatanl 

lproduksil lmaupunl laktivitasl lsosial.l lPemahamanl linil lmenjadil lpentingl lkarenal 

lmemberikanl llandasanl lteoritisl lbahwal ltenagal lkerjal lmerupakanl lfaktorl lstrategisl 

ldalaml lpembangunan,l lsehinggal lperlindunganl lhak,l lkewajiban,l ldanl 

lkesejahteraannyal lperlul ldiaturl lsecaral lkomprehensifl lmelaluil lregulasil 

lketenagakerjaan. 

 

Dalaml lkerangkal lhukuml lketenagakerjaanl ldil lIndonesia,l ltenagal lkerjal ldipandangl 

lsebagail lsubjekl lyangl lharusl ldilindungil lhak-haknyal lsecaral lyuridis.l lUndang-Undangl 

lNomorl l13l lTahunl l2003l ltentangl lKetenagakerjaan,l lyangl lkemudianl lmengalamil 

lperubahanl lmelaluil lUndang-Undangl lCiptal lKerja,l lmenegaskanl lbahwal lpekerjal 

lmemilikil lhakl latasl lupahl lyangl llayak,l ljaminanl lsosial,l lsertal lperlindunganl lterhadapl 

lkeselamatanl ldanl lkesehatanl lkerja.l lKetentuanl linil lmenunjukkanl lbahwal lkeberadaanl 

ltenagal lkerjal ltidakl lhanyal lberkaitanl ldenganl laspekl lekonomil lsemata,l lmelainkanl 

ljugal lmenyangkutl ldimensil lsosiall ldanl lkesejahteraanl lyangl llebihl lluas.l lDenganl 

 
23

l lLalul lHusni,l l2014,l lPengantarl lHukuml lKetenagakerjaanl lEdisil lRevisi,l lCetakanl l5,l lJakarta:l 

lRajawalil lPers,l lhlml l28. 
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ldemikian,l lregulasil lketenagakerjaanl lberfungsil lsebagail linstrumenl lhukuml lyangl 

lmenjaminl lkeseimbanganl lkepentinganl lantaral lpekerja,l lpengusaha,l ldanl lnegara. 

 

Pekerja/buruhl ladalahl lsetiapl lorangl lyangl lmelakukanl lpekerjaanl ldanl lharusl ltundukl 

lpadal laturanl lyangl ldibuatl lolehl lpengusaha/majikanl ldenganl ltanggungl ljawabl latasl 

lruangl llingkupl lperusahaanl lyangl lkemudianl latasl lpekerjaanl ltersebutl lpekerjal lberhakl 

lmendapatkanl lupahl ldanl ljaminanl lhidupl lyangl llayak.l lHall ltersebutl lmuncull lkarenal 

ladnayal lhubunganl lkerjal lantaral lpihakl lpekerjal ldanl lpihakl lpengusaha.l lHubunganl 

lkerjal lmerupakanl lhubunganl lantaral lpekerjal ldanl lpengusahal lyangl ldilandaskanl lolehl 

lperjanjianl lkerjal ldanl lmemilikil lunsurl lpekerjaanl lyangl lharusl ldilaksanakanl lolehl 

lpekerjal ldanl lpekerjal lmendapatkanl lupahl latasl lpekerjaanl lyangl ltelahl ldilaksanakan 

 

ketenagakerjaanl ltidakl ldapatl ldilepaskanl ldaril ldinamikal lpembangunanl lnasional.l 

lTenagal lkerjal lmemilikil lposisil lyangl lstrategisl lkarenal lmenjadil lmotorl lpenggerakl 

lproduktivitasl ldanl lpertumbuhanl lekonomi.l lDalaml lkonteksl lglobalisasi,l ltenagal lkerjal 

ldituntutl luntukl lmemilikil lketerampilan,l lkompetensi,l ldanl ldayal lsaingl ltinggil lagarl 

lmampul lmenyesuaikanl ldiril ldenganl lperkembanganl lteknologil ldanl lkebutuhanl 

lindustri.l lOlehl lsebabl litu,l lpemerintahl lbersamal ldunial lusahal lperlul lmendorongl 

lpeningkatanl lkualitasl lsumberl ldayal lmanusial lmelaluil lpendidikan,l lpelatihan,l lsertal 

lpenyediaanl laksesl llapanganl lkerjal lyangl lsesuail ldenganl lkompetensi.l lHall linil 

lbertujuanl lagarl ltenagal lkerjal lIndonesial ltidakl lhanyal lmenjadil lobjekl lpembangunan,l 

ltetapil ljugal laktorl lutamal ldalaml lprosesl lpembangunanl litul lsendiri. 

 

ketenagakerjaanl ljugal lmemilikil ldimensil lsosiall lyangl ltidakl lkalahl lpenting.l 

lKehadiranl ltenagal lkerjal ltidakl lhanyal ldipandangl ldaril lsisil lekonomil lsebagail lfaktorl 

lproduksi,l ltetapil ljugal lsebagail lsubjekl lyangl lmemilikil lhak-hakl ldasarl lyangl lharusl 

ldilindungi.l lHakl ltersebutl lmencakupl lhakl latasl lpekerjaanl lyangl llayak,l lpenghasilanl 

lyangl ladil,l lsertal ljaminanl lsosiall ldanl lperlindunganl lhukuml ldalaml lhubunganl lkerjal 

lsebagaimanal lhall linil ltelahl ldiaturl ldalaml lUndang-Undangl lNomorl l6l lTahunl l2023l 

lPenetapanl lPeraturanl lPemerintahl lPenggantil lUndang-Undangl lNomorl l2l lTahunl 

l2022l ltentangl lCiptal lKerjal lmenjadil lUndang-Undang.l lDenganl ldemikian,l lkonsepl 

lketenagakerjaanl lbukanl lhanyal lberbicaral ltentangl lbagaimanal ltenagal lkerjal 
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lberkontribusil lpadal lpertumbuhanl lekonomi,l ltetapil ljugal lbagaimanal lnegaral ldanl 

lmasyarakatl lmemastikanl lterpenuhinyal lhak-hakl lpekerjal lsebagail lbagianl ldaril lupayal 

lmewujudkanl lkesejahteraanl lbersama. 

 

2.3.2l lTujuanl lHukuml lKetenagakerjaan 

Tujuanl lHukuml lKetenagakerjaanl ladalahl luntukl lmencapail lataul lmelaksanakanl 

lkeadilanl lsosiall ldalaml lbidangl lketenagakerjaanl ldanl lmelindungil ltenagal lkerjal 

lterhadapl lkekuasaanl lyangl ltidakl lterbatasl ldaril lpengusaha,l lmisalnyal lyangl lmembuatl 

lataul lmenciptakanl lperaturan-peraturanl lyangl lsifatnyal lmemaksal lagarl lpengusahal 

ltidakl lbertindakl lsewenang-wenangl lterhadapl lparal ltenagal lkerjal lsebagail lpihakl lyangl 

llemah.l lBerdasarkanl lrumusanl ltersebutl ldapatl ldiambill lkesimpulanl lbahwal lHukuml 

lKetenagakerjaanl lmempunyail lunsur-unsurl lsebagail lberikut:“serangkaianl lperaturanl 

lyangl ltertulisl lmaupunl ltidakl ltertulisl lbahwal lperaturanl ltersebutl lmengenail lsuatul 

lkejadianl ldenganl ladanyal lorangl lyangl lbekerjal lpadal lorangl llainl l(majikan)l ldanl 

ladanyal lbalasl ljasal lyangl lberupal lupah”.24l lPerananl lHukuml lKetenagakerjaanl ladalahl 

lmenyamakanl lkeadilanl lsosiall lekonomil ltenagakerjal lsertal larahl lyangl lharusl 

lditempuhl ldalaml lmengaturl lkebutuhanl lekonomil ltenagal lkerjal lsesuail ldenganl lcita-

cital ldanl laspirasil lbangsal lIndonesial ldenganl larahl lgotongl lroyongl lsebagail lciril lkhasl 

lkepribadianl lbangsal ldanl lunsurl lpokokl lPancasila. 

 

2.3.3l lAsas-Asasl lHukuml lKetenagakerjaan 

Pembangunanl lnasionall lIndonesial ltelahl ltertuangl ldalaml lPancasilal ldanl lKonstitusil 

lsebagaimanal lmenyatakanl ltujuannyal luntukl lmenciptakanl lmasyarakatl lIndonesial 

lyangl lmerdeka,l lbersatu,l ladill ldanl lmakmur.l lSejalanl ldenganl lhall ltersebut,l lpadal lPasall 

l2l lUndang-Undangl lNomorl l13l lTahunl l2003l ltentangl lKetenagakerjaanl lmenyatakanl 

lbahwal lsistiml lketenagakerjaanl ldil lIndonesial lharuslahl lberdasarkanl lpadal lPancasilal 

ldanl lUndang-Undangl lDasarl lNegaral lRepublikl lIndonesial lTahunl l1945.l lOlehl 

lkarenanya,l lpemenuhanl lhakl lterhadapl ltenagal lkerjal lsangatl lpentingl luntukl 

ldilakukan,l lsehinggal lpembangunanl lnasionall lIndonesial lberjalanl ldenganl lbaikl ldanl 

 
24

l lHalilil lToha,l lHaril lPramono,l l1987,l lHubunganl lKerjal lAntaral lMajikanl ldanl lBuruh,l 

lCetakanPertama,l lJakarta:l lBinal lAksara.l lhlm.1. 
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lbenar.l lSebagail lbentukl lpengejawantahanl ldaril lPembangunanl lketenagakerjaanl ldil 

lIndonesia.l lDalaml lhall linil lterdapatl lasas-asasl lyangl lmendasaril lpelaksanaanl 

lketenagakerjaanl ldil lIndonesia,l lyaitu:25 

a. Asasl lmanfaatl l:l ladalahl lseluruhl lusahal ldanl lataul lbesarnyal lyangl lbertujuanl 

luntukl lmemberikanl lkesejahteraanl lkepadal lrakyatl l; 

b. Prinsipl lusahal lbersamal ldanl lkekeluargaanl l:l ldalaml lmewujudkanl lcita-cital 

lbersamal lharusl ldilaksanakanl lsecaral lbersama-samal ldenganl 

lmengedepankanl lkekeluargaanl l; 

c. Asasl ldemokrasil l:l lsegalal lkegiatanl lyangl ldilakukanl lharusl lberdasarkanl 

lpancasila,l lpermasalahanl lyangl ldihadapil lharusl ldiselesaikanl ldenganl 

lmusyawarahl lmufakatl l; 

d. Asasl ladill ldanl lsetaral l:l lhasill lusahal lharusl ldapatl ldinikmatil lolehl lseluruhl 

lrakyatl lsecaral ladill ldanl lsetaral lberdasarkanl lusahal lyangl ldilakukanl l; 

e. Asasl lterbukal l:l lparal lpencaril lpekerjaanl lmemilikil lhakl luntukl lmemperolehl 

linformasil lyangl lakuratl ltentangl lpekerjaanl lyangl lhendakl ldilamar,l lyaitul 

lmengenail ljenisl lpekerjaan,l lbesarl lupahl lsertal ljaml lkerjal lyangl lberlakul l; 

f. Asasl lkebebasanl l:l lbaikl lpencaril lkerjal lbebasl luntukl lmemilihl ljenisl lpekerjaan,l 

ljugal lpengusahal ljugal lbebasl luntukl lmemilihl ldanl lmenentukanl lpekerjal lyangl 

ldikehendakil l; 

g. Asasl lobjektifitasl l:l lpengusahal ldalaml lmemilihl ltenagal lkerjal lharusl 

lmemberikanl lpekerjaanl lyangl lsesuail ldenganl lkeahlianl lpencaril lkerja,l lsertal 

lharusl lmemperhatikanl lkepentinganl lumuml ldalaml lmenawarkanl lpekerjaanl l; 

h. Asasl lbertanggungjawabl l:l ltenagal lkerja,l lpengusahal lsertal lpimpinanl lpekerjal 

ldalaml lmelakukanl lusahanyal lharusl lbertanggungjawabl lkepadal lTuhanl lYangl 

lMahal lEsa,l lbangsal ldanl lnegara,l lmasyarakatl lsekitar,l ltenagal lkerjal llainl lsertal 

lkeluarganyal ldanl lkepadal lperusahaanl ltempatnyal lbekerjal l; 

i. Asasl lkekeluargaanl ldanl lgotongl lroyongl l:l lsetiapl ltenagal lkerja,l lpengusahal 

ldanl lpimpinanl lmerupakanl ltemanl lseperjuanganl ldalaml lberusaha.l lArtinya,l 

lsetiapl ldaril lmerekal lwajibl luntukl lbekerjasamal luntukl lmewujudkanl 

 
25

l lPujiastuti,l lE.l l2014.l l“Pengantarl lHukuml lKetenagakerjaan”,l lBandung:l lNuansal lCendekia,l lhlm.6 
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lkelancaranl lusahal ldanl lmeningkatkanl lkesejahteraanl lsecaral lbergotongl 

lroyongl l; 

j. Asasl lkesadaranl lhukuml l:l lsetiapl ltenagal lkerjal ldalaml lmelaksanakanl 

lpekerjaanl lharusl lselalul ltaatl ldanl lsadarl lhukuml lyangl lberlakul lterhadapl 

ldirinya. 

k. Asasl lkeseimbanganl l:l ldalaml lmelakukanl lusaha,l lharusl lterdapatl 

lkeseimbanganl lantaral lpekerjaanl ldenganl lkesehatanl ljasmanil ldanl lrohanil 

lsertal lhubunganl lspirituall ldanl lmaterial. 

Sebagail lbentukl lpertanggungjawabanl lperaturanl lhukuml lketenagakerjaanl ldil 

lIndonesia,l l,l lparal lpekerjal ldiberikanl lsejumlahl lhak,l lantaral llain:26 

a. Cutil lTahunanl ldiberikanl lkepadal lsetiapl lpekerjal lyangl ltelahl lbekerjal lselamal 

l12l lbulanl lberturut-turut,l ldenganl ldurasil lcutil ltahunanl lsebanyakl l12l lharil 

lkerja.l l 

b. Pekerjal lyangl ltelahl lmengabdil lselamal l6l ltahunl lsecaral lterus-menerusl ldil 

lperusahaanl lyangl lsamal lberhakl latasl listirahatl lpanjangl lselamal l2l lbulan.l 

lIstirahatl linil ldiberikanl lpadal ltahunl lke-7l ldanl lke-8,l lmasing-masingl lsatul 

lbulan.l l 

c. Pekerjal lperempuanl lyangl lmengalamil lsakitl lpadal lharil lpertamal ldanl lkedual 

lsaatl lhaidl lberhakl lmendapatkanl lCutil lHaid.l l 

d. Cutil lHamil/Bersalin/Keguguranl ldiberikanl lkepadal lpekerjal lperempuanl 

lselamal l1,5l lbulanl lsebeluml ldanl lsetelahl lmelahirkan.l lUntukl lkasusl 

lkeguguran,l lcutil ljugal ldiberikanl lselamal l1,5l lbulanl lsetelahnyal ldenganl 

ldilengkapil lsuratl lketeranganl ldaril ldokterl lataul lbidan.l l 

e. Pemberil lcutil lkarenal lalasanl lmendesakl lmenjadil lkewajibanl lbagil lpengusahal 

luntukl lmemberikanl lcutil lkepadal lpekerjal ldalaml lsituasil lmendadak.l l 

f. Selainl litu,l lpekerjal lberhakl latasl lJaminanl lSosiall lTenagal lKerjal l(Jamsostek),l 

lyangl lmemberikanl lperlindunganl ldalaml lbentukl lsantunanl lfinansiall luntukl 

lmenggantil lsebagianl lpenghasilanl lyangl lhilangl lakibatl lkecelakaanl lkerja,l 

lsakit,l lhamil,l lbersalin,l lpensiun,l lataul lmeninggall ldunia.l lPrograml lJamsostekl 

 
26

l lNikmahl lDalimunthe,l let.al,l l”Analisisl lPenerapanl lSisteml lJaminanl lSosiall lSebagail lPelindunganl 

lHukuml lTenagal lKerjal lAsingl ldil lIndonesia”,l lJurnall lResl lJusticia:l lJurnall lIlmul lHukum,l lVolumel l3l 

lNomorl l2,l l2023,l lhlm.l l319. 
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lmencakup:l lJaminanl lKecelakaanl lKerja,l lJaminanl lKematian,l lJaminanl lHaril 

lTua,l ldanl lJaminanl lPemeliharaanl lKesehatan. 

 

Dil lsisil llain,l lhak-hakl lpengusahal lmeliputil lhakl lpenuhl latasl lhasill lkerjal lkaryawan,l 

lhakl luntukl lmenegakkanl laturanl lkerjal lyangl lharusl ldipatuhil lolehl lpekerja,l lsertal lhakl 

luntukl lmenerapkanl ltatal ltertibl lyangl lditetapkanl lolehl lperusahaan.l lKewajibanl 

lpengusahal lmencakupl lmemberikanl lizinl lkepadal lpekerjal luntukl lberistirahatl ldanl 

lmelaksanakanl lkewajibanl lagamanya,l lmelarangl ljaml lkerjal lmelebihil l7l ljaml lseharil 

ldanl l40l ljaml lseminggul ltanpal lizin,l lmenghindaril ldiskriminasil lupahl lantaral lprial ldanl 

lwanita,l ldanl lperusahaanl lyangl lmempekerjakanl l25l lorangl lataul llebihl ldiwajibkanl 

luntukl lmenyusunl lperaturanl lperusahaan.l lSelainl litu,l lpengusahal ljugal ldiwajibkanl 

lmembayarl lupahl lpekerjal lsaatl listirahatl lataul lpadal lharil lliburl lresmi,l lmemberikanl 

lTunjanganl lHaril lRayal l(THR)l lkepadal lpekerjal lyangl ltelahl lbekerjal lsecaral lterusl 

lmenerusl lselamal l3l lbulanl lataul llebih,l lsertal lmendaftarkanl lpekerjal ldalaml lprograml 

lBPJSl lKetenagakerjaanl ldanl lBPJSl lKesehatan. 

 

Peraturanl lperundang-undanganl lterkaitl lketenagakerjaanl lterusl ldiperbaruil lagarl 

lrelevanl ldenganl lisul lhukuml lsaatl lini.l lSalahl lsatul lpembaruanl ltersebutl ladalahl 

lperubahanl lUndang-Undangl lNomorl l13l lTahunl l2003l ltentangl lKetenagakerjaanl ldanl 

lUndang-Undangl lNomorl l6l lTahunl l2023l lPenetapanl lPeraturanl lPemerintahl 

lPenggantil lUndang-Undangl lNomorl l2l lTahunl l2022l ltentangl lCiptal lKerjal lmenjadil 

lUndang-Undang.l lDalaml lkonteksl lperlindunganl lpekerja,l ltenagal lkerjal lberhakl 

lmendapatkanl ljaminanl lsosiall lyangl ldiaturl lolehl l"Badanl lPenyelenggaral lJaminanl 

lSosiall l(BPJS)"l lsebagaimanal ldiaturl ldalaml l"Undang-Undangl lNomorl l40l lTahunl 

l2004l ltentangl lSisteml lJaminanl lSosiall lNasional"l ldanl l"Undang-Undangl lNomorl l24l 

lTahunl l2011l ltentangl lBadanl lPenyelenggaral lJaminanl lSosial."l lUntukl lrisikol ltertentul 

lyangl ltidakl ltercakupl ldalaml lprograml ljaminanl lsosial,l lBPJSl ldapatl lmenjalinl lkerjal 

lsamal ldenganl linstansil lpemerintahl lataul lswasta.l ll l 

 

Keberadaanl lBPJSl lsebagail lbadanl lpenyelenggaral ljaminanl lsosiall lmenjadil 

linstrumenl lpentingl ldalaml lmendukungl limplementasil lperlindunganl ltenagal lkerja.l 

lMelaluil lskemal ljaminanl lsosiall lyangl lterintegrasi,l lpekerjal ldiharapkanl lmerasal llebihl 
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lamanl ldanl lterlindungil ldalaml lmenjalankanl laktivitasnya,l lsehinggal ldapatl 

lmeningkatkanl lkualitasl lsumberl ldayal lmanusial ldanl ldayal lsaingl lbangsa.l lDenganl 

ldemikian,l lpembaruanl lregulasil lketenagakerjaanl ltidakl lhanyal lmenjadil linstrumenl 

lhukum,l ltetapil ljugal lsaranal lstrategisl ldalaml lmencapail ltujuanl lpembangunanl 

lnasional. 

 

Denganl ladanyal lpengaturanl ltersebut,l lnegaral lberupayal lmemberikanl lkepastianl 

lhukuml ldanl lperlindunganl lyangl lkomprehensifl lbagil ltenagal lkerjal ldil lIndonesia.l 

lPerlindunganl ltidakl lhanyal lmencakupl lhakl ldasarl lpekerja,l lsepertil lupahl ldanl lkondisil 

lkerjal lyangl llayak,l ltetapil ljugal ljaminanl latasl lkeselamatan,l lkesehatan,l lsertal 

lperlindunganl lsosiall lapabilal lterjadil lrisikol lyangl lmenghambatl lproduktivitasl lkerja.l 

lHall linil lmenjadil lwujudl ltanggungl ljawabl lnegaral ldalaml lmewujudkanl lkesejahteraanl 

lmasyarakatl lmelaluil lsisteml lketenagakerjaanl lyangl ladill ldanl lberkelanjutan. 

 

2.4l lUpah 

2.4.1l lPengertianl lUpah 

Menurutl lKamusl lBesarl lBahasal lIndonesial l(KBBI),l l”upahadalahl lpembalasl ljasal 

lataul lsebagainyal lpembayarl ltenagal lkerjal lyangsudahl ldikeluarkanl luntukl 

lmengerjakanl lsesuatu”.l lUpahl lmerupakanl lhakl lpekerja/buruhl lyangl lditerimal lsertal 

lberbentukl luangl lsebagail lhargal lyangl ldibayarkanl lkepadal lpekerjal latasl ljasanyal 

ldalaml lproduksil lkekayaanl lsepertil lfaktorl lproduksil llainnyal lyangl lditentukanl lsertal 

ldibayarkanl lberdasarkanl lsebuahl lperjanjianl lkerja,l lkesepakatanl lmaupunl lperaturan-

peraturanl lyangl lberlaku.l lSadonol lSoekirnol lmendefinisikanl lupahl lsebagail lbentukl 

lpembayaranl lyangl ldiperolehl lberbagail lbentukl ljasal lyangl ldisediakanl ldanl ldiberikanl 

lolehl ltenagal lkerjal lkepadal lparal lpengusaha.27 

 

adal lPasall l1l langkal l30l lUndang–Undangl lNomorl l13l lTahunl l2003l ltentangl 

lKetenagakerjaan,l lupahl ldidefinisikanl lsebagail lhakl lpekerjal lyangl lditerimal ldanl 

ldinyatakanl ldalaml lbentukl luangl lsebagail limbalanl ldaril lpengusahal lataul lpemberil 

 
27

l lSadonol lSukirno,l l2005,l lMikrol lEkonomi,l lTeoril lPengantarl lEdisil lIII,l lJakarta:l lPT.l lRajal lGrafindol 

lPersada,l lhlm.l l350 
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lkerjal lkepadal lpekerjal lyangl lditetapkanl ldanl ldibayarkanl lmenurutl lsuatul lperjanjianl 

lkerja,l lkesepakatan,l lataul lperaturanl lperundang–undangan,l ltermasukl ltunjanganl 

lbagil lpekerjal ldanl lkeluarganyal latasl lsuatul lpekerjaanl ldan/ataul ljasal lyangl ltelahl lataul 

lakanl ldilakukan.l l 

 

Definisil ltersebutl lmenegaskanl lbahwal lupahl lmemilikil lkedudukanl lyangl lsangatl 

lpentingl lkarenal ltidakl lhanyal lberfungsil lsebagail lalatl lpembayaranl latasl lhasill lkerja,l 

ltetapil ljugal lsebagail lsaranal luntukl lmenjaminl lkelangsunganl lhidupl lpekerjal ldanl 

lkeluarganyal lsecaral llayak.l lDenganl ldemikian,l lpenetapanl ldanl lpelaksanaanl lupahl 

lharusl lmemperhatikanl lprinsipl lkeadilan,l lkepastianl lhukum,l lsertal lstandarl lkehidupanl 

lyangl lmanusiawil lsesuail ldenganl lamanatl lUndang–Undangl lDasarl lNegaral lRepublikl 

lIndonesial lTahunl l1945. 

 

Secaral lumuml lupahl lmerupakanl lpendapatanl lyangl lsangatl lberperanl ldalamkehidupanl 

lkaryawanl luntukl lmencukupil lkebutuhanl lkeluarganya,l lmakal lsudahselayaknyal 

lkalaul lseorangl lkaryawanl l: 

a. Memperolehl lsejumlahl lpendapatanl lyangl lcukupl lyangl ldipertimbangkanl 

lagardapatl lmenjaminl lkebutuhanl lhidupnyal lyangl lpokokl lbesertal 

lkeluarganya. 

b. Merasakanl lkepuasanl lberkenaanl ladanyal lkesesuaianl ldenganl 

lpendapatanorangl llainl lyangl lmengerjakanl lperkerjaanl lyangl lsejenisl ldil 

lperusahaannyaataupunl lditempatl lusahal llainl ldimasyarakat. 

 

Dalaml lhall lpengaturanl lmengenail lpengupahanl lditetapkanl latasl lkesepakatanl lantaral 

lpengusahal ldanl lpekerja,l ltidakl lbolehl llebihl lrendahl lataul lbertentanganl ldenganl 

lketentuanl lpengupahanl lyangl lditetapkanl ldalaml lperaturanl lperundang-undanganl 

lyangberlaku.l lPerlindunganl lpengupahanl ltelahl ldiaturl lsecaral ljelasl ldalaml lPasall l88l 

lUndangl l–l lUndangl lNomorl l13l lTahunl l2003l lsebagaimanal lyangl ltelahl ldiubahl ldalaml 

lUndangl lUndangl lNomorl l6l lTahunl l2023l lTentangl lPenetapanl lPeraturanl lPemerintahl 
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lPenggantil lUndang-Undangl lNomorl l2l lTahunl l2022l lTentangl lCiptal lKerjal lMenjadil 

lUndang-Undangl ldijelaskanl lsebagail lberikut:28 

1. Setiapl lpekerjal lberhakl latasl lpenghidupanl lyangl llayakl lbagil lkemanusiaan; 

2. Pemerintahl lPusatl lmenetapkanl lkebijakanl lpengupahanl lsebagail lsalahl lsatul 

lupayal lmewujudkanl lhakl lpekerjal latasl lpenghidupanl lyangl llayakl lbagil 

lkemanusiaan; 

3. Kebijakanl lpengupahanl lsebagaimanal ldimaksudl lpadal layatl l(2)l lmeliputi: 

1) Upahl lminimum; 

2) Strukturl ldanl lskalal lupah; 

3) Upahl lkerjal llembur; 

4) Upahl ltidakl lmasukl lkerjal ldan/ataul ltidakl lmelakukanl lpekerjaanl lkarenal 

lalasanl ltertentu; 

5) Bentukl ldanl lcaral lpembayaranl lupah; 

6) Hal-hall lyangl ldapatl ldiperhitungkanl ldenganl lupah;l ldan 

7) Upahl lsebagail ldasarl lperhitunganl lataul lpembayaranl lhakl ldanl lkewajibanl 

llainnya 

 

Sejalanl ldenganl lhall ltersebut,l lupahl lminimuml lidealnyal lmampul lmemenuhil 

lkebutuhanl lhidupl lpekerjal lbesertal lkeluarganya,l lmeskipunl lpadal ltarafl lyangl 

lsederhana.l lOlehl lkarenal litu,l laspekl lbiayal lhidupl l(costl lofl lliving)l lperlul lmenjadil 

lpertimbanganl lpentingl ldalaml lpenetapanl lupah.l lSecaral lumum,l ltujuanl lutamal 

lpenentuanl lupahl lminimuml lantaral llain: 

1. Menegaskanl lartil lsertal lperanl ltenagal lkerjal lsebagail lsub-sisteml lyangl lkreatifl 

ldalaml lsuatul lsisteml lkerja. 

2. Memberikanl lperlindunganl lkepadal lpekerjal ldaril lpraktikl lpengupahanl lyangl 

lterlalul lrendahl ldanl ltidakl llayakl lsecaral lmaterial. 

3. Mendorongl lpemberianl lupahl lyangl lproporsionall ldenganl lnilail lpekerjaanl 

lyangl ldilakukanl lolehl lsetiapl lpekerja. 

4. Menjaminl lterciptanyal lketenanganl ldanl lkeharmonisanl ldalaml lhubunganl 

lkerja. 

 
 

28
l lUndangl lUndangl lNomorl l6l lTahunl l2023l lTentangl lPenetapanl lPeraturanl lPemerintahl lPenggantil 

lUndang-Undangl lNomorl l2l lTahunl l2022l lTentangl lCiptal lKerjal lMenjadil lUndangl lUndangl lpasall l88. 
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2.4.2l lTujuanl lpengupahaan 

Salahl lsatul linstrumenl lpentingl ldalaml lkebijakanl lketenagakerjaanl ldil lIndonesial 

ladalahl lpenetapanl lupahl lminimum.l lKebijakanl linil lberfungsil lsebagail ljaringl 

lpengamanl lagarl lpekerjal lmemperolehl lpenghasilanl lyangl llayakl luntukl lmemenuhil 

lkebutuhanl lhidupnya.l lUpahl lminimuml lditetapkanl lolehl lpemerintahl lberdasarkanl 

lberbagail lpertimbangan,l lsepertil lkebutuhanl lhidupl llayak,l lproduktivitas,l 

lpertumbuhanl lekonomi,l lsertal lkondisil ldunial lusaha.l lPemerintahl lsetiapl ltahunl lataul 

lsekalil ldalaml ldual ltahunl lmenetapkanl lupahl lminimuml luntukl lsetiapl lProvinsil lataul 

luntukl lbeberapal ldaerahl lKabupaten/Kotal lyangl lberdekatan.l lTujuanl ldaril lpenetapanl 

lupahl lminimuml lyaitul lsebagail lberikut: 

1. Menghindaril lataul lmengurangil lpersainganl lyangl ltidakl lsehatl lsesamel lpekerjal 

ldalaml lkondisil lpasarl lyangl lsurplus,l lyangl lmendorongl lmerekal lmenerimal 

lupahl ldil lbawahl ltingkatl lkelayakan. 

2. Menghindaril lataul lmengurangil lkemungkinanl leksploitasil lpekerjal lolehl 

lpengusahal lyangl lmemanfaatkanl lkondisil lpasarl lkerjal luntukl lakumulasil 

lkeuntungannya. 

3. Menciptakannl lhubunganl lindustriall lyangl llebihl lamanl ldanl lharmonis. 

4. Mengurangil ltingkatl lkemiskinanl lpekerja,l lterutamal lbilal lupahl lminimuml 

ltersebutl ldil lkaitkanl ldenganl lkebutuhanl ldasarl lpekerjal ldanl lkeluarganya. 

5. Meningkatnyal ldayal lbelil lmasyarakat,yangl lpadal lgilirannyal lakanl 

lmendorongl lpertumbuhanl lekonomil lsecaral lumum.29 

 

2.4.3l lJenis-Jenisl lUpah 

Padal lPasall l94l lUndangl lUndangl lNomorl l13l lTahunl l2003l ltentangl lKetenagakerjaanl 

lmenjelaskanl lbahwal lkomponenl lupahl lterdiril ldaril lupahpokokl ldanl lupahl ltunjanganl 

ltetapl lyangl ldenganl lketentuanl lminimall l75%l l(tujuhl lpuluhl llimal lpersen)l ldaril 

lbesarnyal lupahl lpokokl lyangl ldibayarl ldil lmuka.l lPemerintahl lRepublikl lIndonesial 

lmenetapkanl lkebijakanl lpengupahanl lyangl lmelindungil lpekerja/buruhl lyangl ldil laturl 

ldalaml lUndangl lUndangl lNomorl l13Tahunl l2003l ltentangl lKetenagakerjaan.l lBagianl 

 
29

l lNyomanl lSutama,l lAsmini,l lSucil lAstika,l lAnalisisl lFaktor-faktorl lyangl lmempengaruhil lpenetapanl 

lupahl lminimuml lkabupatenl lSumbawal ltahunl l2013-2017,l ljournall llppmunsa.l lVol.l l7l lNo.3,l 

lhlm..284. 
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lkedual lpengupahanl ldijelaskanl ldalaml lPasall l88l layatl l(3)l lmeliputil lterdapatl lbeberapal 

ljenisl lupahl lyangl ldapatl ldikatagorikanl lsebagail lberikut:30 

a. Upahl lnominal 

Upahl lyangl ldibayarkanl lkepadal lkaryawanl lyangl lberhakl lsecaral ltunail lsebagail 

limbalanatasl lpengerahanl ljasa-jasal lataul lpelayanannyal lsesuail ldenganl 

lketentuan-ketentuanl lyangl lterdapatl ldalaml lperjanjianl lkerjal ldibidangl lindustril 

lataul lperusahaanl lataupunl ldalaml lsuatul lorganisasil lkerjal lsebagaimanal lupahl 

ltersebutl ltidakl ladal ltambahanl lataul lkeuntunganl lyangl llainl lyangl ldiberikanl 

lkepadanya. 

 

b. Upahl lnyata 

Yaitul luangl lnyata,l lyangl lbenar–benarl lharusl ldil lperolehl lolehl lpekerja/l lburuhl 

lyangl lberhak.l lUpahl lnyatal linil lditentukanl lolehl ldayal lbelil lupahl ltersebutl lyangl 

ltergantungl ldari: 

1.) l lBesarl lataul lkecilnyal ljumlahl luangl lyangl lditerima 

2.) Besarl lataul lkecilnyal lbiayal lhidupl lyangl ldiperlukan.l l 

c. Upahl lhidup 

Dalaml lhall linil lupahl lyangl ldil lterimal lseorangl lkaryawanl litul lrelatifl lcukupl luntukl 

lmembiayail lkeperluanl lhidupl lyangl llebihl lluas,tidakl lhanyakebutuhanl lpokokl 

lnyal lsajal lyangl ldapatl ldipenuhil lmelainkanl ljugal lsebagiandaril lkebutuhanl lsosiall 

lkeluarganya,l lmisalnyal liuranl lasuransil ljiwa,l lpendidikanl ldanl lbeberapal 

llainnya. 

d. Upahl lminimum 

Upahl lminimuml lmerupakanl lstandarl lpengupahanl lyangl lditetapkanl lolehl 

lpemerintahl lsebagail ljaringl lpengamanl lagarl lpekerjal lataul lburuhl lmemperolehl 

lupahl lyangl llayakl lsesuail ldenganl lkebutuhanl lhidupl lminimum..l lUpahl 

lminimuml linil lumumnyal ldil ltentukanl lolehl lpemerintahl ldenganl ltujuanl 

lutamanyal lyaitu: 

1) Menonjolkanl lartil ldanl lperananl ltenagal lkerja(buruhl lataul 

lkaryawan)sebagail lsubl lsisteml lyangl lkreatifl ldalaml lsuatul lsisteml lkerja. 

 
30

l lZaenil lAsyhadie,l l,2007,l lHukuml lKerja,l lJakarta:l lPT.Rajal lGrafindo,hlm.70 
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2) Melindungil lkelompokl lkerjal ldaril ladanyal lsisteml lpengupahanl lyangsangatl 

lrendahl ldanl lyangl lkeadaannyal lsecaral lmateriall lyangl lkurangl lmemuaskan 

3) Mendorongl lkemungkinanl ldiberikannyal lupahl lyangl lsesuail ldenganl 

lnilaipekerjaanl lyangl ldilakukanl lsetiapl lpekerja. 

4) Mengusahankanl lterjaminnyal lketenanganl lataul lkedamaianl ldalaml lbekerja 

 

Berdasarkanl lUndang-Undangl lNomorl l6l lTahunl l2023l lTentangl lPenetapanl lPeraturanl 

lPemerintahl lPenggantil lUndang-Undangl lNomorl l2l lTahunl l2022l lTentangl lCiptal 

lKerjal lMenjadil lUndang-Undang,l lPadal lpasall l88c,l lupahl lminimuml lterdiril latas:l l 

a. upahl lminimuml lprovinsi 

b. upahl lminimuml lkabupaten/kotal l 

Sejalanl ldenganl lhall ltersebut,l lgubernurl lwajibl lmenetapkanl lUpahl lminimuml lprovinsil 

ldanl ljugal lbisal lmenetapkanl lUpahl lminimuml lkabupaten/kota.l lPenetapanl lupahl 

lminimuml lyangl ldilakukanl lgubernurl ldidasaril ldaril laturanl lyangl lterteral lpadal lPasall 

l88l lAyatl l(2)l lsebagaimanal lPemerintahl lPusatl lmenetapkanl lkebijakanl lpengupahanl 

lsebagail lsalahl lsatul lupayal lmewujudkanl lhakl lPekerja/burhl latasl lpenghidupanl lyangl 

llayakl lbagil lmanusia.l lDalaml lhall lpenetapanl lupahl lminimuml lkabupaten/kotal ldapatl 

ldilakukanl ldalaml lhall lhasill lperhitunganl lUpahl lminimuml lKabupaten/kotal llebihl 

ltinggil ldaril lUpahl lminimuml lprovinsil lyangl lditetapkanl lberdasarkanl lkondisil 

lekonomil ldanl lketenagakerjaanl ldil ldaerahl ltersebut,l ldiukurl ldenganl lmenggunakanl 

ldatal lyangl lbersumberl ldaril llembahal lyangl lberwenangl ldil lbidangl lstatistik. 

 

Penetapanl lupahl lminimuml lsebagaimanal ldimaksudl ldalaml lPeraturanl lPemerintahl 

lNomorl l36l lTahunl l2021l lTentangl lPengupahanl lmemilikil lfungsil lutamal lsebagail 

ljaringl lpengamanl lbagil lpekerjal lagarl ltetapl lmemperolehl lpenghasilanl lyangl llayak.l 

lPenentuanl lupahl lminimuml ldilakukanl lberdasarkanl lkondisil lekonomil ldanl 

lketenagakerjaanl ldenganl lmemperhatikanl lvariabell linflasil lsertal lpertumbuhanl 

lekonomi.l lMekanismel linil ldiharapkanl ldapatl lmenjagal lkeseimbanganl lantaral ldayal 

lbelil lpekerjal ldenganl lkemampuanl lperusahaanl luntukl lmembayarl lupah.l lUpahl 

lminimuml lbukanl lhanyal lsekadarl langkal lnominal,l ltetapil ljugal lmerupakanl linstrumenl 

lkebijakanl lpemerintahl ldalaml lmenjagal lstabilitasl lpasarl ltenagal lkerjal lsertal 

lmenciptakanl lkeadilanl lsosiall lbagil lpekerjal ldil lberbagail lsektorl lindustri. 
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2.4.4l lSisteml lPengupahaan 

Peraturanl lPemerintahl lNomorl l36l lTahunl l2021l ltentangl lPengupahanl lhadirl lsebagail 

lsalahl lsatul lturunanl ldaril lUndang-Undangl lCiptal lKerjal lyangl lbertujuanl luntukl 

lmemberikanl lkepastianl lhukuml ldanl lperlindunganl lbagil lpekerjal lsekaligusl lmenjagal 

lkeberlangsunganl lusaha.l lDalaml lkonteksl lketenagakerjaan,l lpengupahanl lmerupakanl 

laspekl lyangl lsangatl lpentingl lkarenal lberhubunganl llangsungl ldenganl lkesejahteraanl 

lpekerjal ldanl lproduktivitasl lperusahaan.l lOlehl lkarenal litu,l lpemerintahl lmenetapkanl 

lsisteml lpengupahanl lyangl llebihl ladaptifl lterhadapl lperkembanganl lekonomil ldanl 

lkebutuhanl ldunial lusahal ltanpal lmengabaikanl lhak-hakl lpekerja. 

Strukturl ldanl lskalal lupahl ldisusunl ldenganl lmemperhatikanl lfaktorl ljabatan,l lmasal 

lkerja,l lpendidikan,l lketerampilan,l lsertal lkompetensil lyangl ldimilikil lolehl lpekerja.l 

lTujuanl lpenyusunanl lstrukturl ldanl lskalal lupahl linil ladalahl luntukl lmenciptakanl lsisteml 

lpengupahanl lyangl ltransparan,l ladil,l ldanl lberjenjang,l lsehinggal lsetiapl lpekerjal 

lmemperolehl lhaknyal lsecaral lproporsionall lsesuail lkontribusil lyangl ldiberikanl lkepadal 

lperusahaan.l lKewajibanl linil ljugal lmendorongl lterciptanyal lhubunganl lindustriall lyangl 

lharmonisl lkarenal lpekerjal ldapatl lmelihatl ladanyal lkejelasanl ldanl lkepastianl ldalaml 

lpenghargaanl latasl lkinerjal lmereka. 

 

Setiapl lsisteml lupahl lmemilikil lkarakteristikl ldanl lmekanismel lyangl lberbeda,l lbaikl 

lberdasarkanl lwaktu,l lhasill lkerja,l lmaupunl lkesepakatanl ltertentul lantaral lpekerjal ldanl 

lpemberil lkerja.l lPemahamanl lmengenail lberbagail lsisteml lupahl lmenjadil lpentingl lagarl 

lterciptal lhubunganl lkerjal lyangl ladil,l ltransparan,l ldanl lmampul lmemberikanl lmotivasil 

lbagil lpekerjal ldalaml lmelaksanakanl ltugasnya.l lTerdapatl lbeberapal lsisteml lupahl lyangl 

lberlakul ldil lIndonesia,l lsebagaimanal lmeliputi: 

a. Upahl lMenurutl lWaktu,l lsisteml linil lbesarnyal lupahl lbagil lparal lpekerjal ldihitungl 

lberdasarkanl lpadal llamanyal lpekerjal ldalaml lmelakukanl lpekerjaan.l lSatuanl 

lwaktul lyangl ldigunakanl lyaitul lperl ljam,l lperl lhari,l lperl lminggul ldanl lperl lbulan. 

b. Upahl lMenurutl lSatuanl lHasil,l lsisteml linil lmenentukanl lbesarnyal lupahl 

lberdasarkanl lpadal ljumlahl lbarangl lyangl ldiproduksil lolehl lseorangl lpekerja.l 
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lSatuanl lhasill lyangl ldihitungl lyaitul lperl lpotongl lbarang,l lperl lsatuanl lpanjang,l 

lataul lperl lsatuanl lberat. 

c. Upahl lBorongan,l lpadal lsisteml linil lpemberianl lupahl ldidasarkanl lsesuail 

lkesepakatanl lantaral lpengusahal ldanl lpekerja/buruhl lkesepakatanl lbersamal 

lantaral lpemberil lkerjal ldanl lpenerimal lpekerjaan. 

d. Sisteml lBonus,l ldalaml lsisteml linil lpemberil lkerjal lmemberkanl lbayaranl 

ltambahanl ldil lluarl lupahl lyangl lharusl ldibayarkanl ldenganl ltujuanl lmemberikanl 

linsentifl lagarl lprosesl lpekerjaanl lyangl ldilakukanl lolehl lpekerja/buruhl 

lmenjalankanl ltugasnyal llebihl lbaikl ldanl lmendapatkanl lkeuntunganl lyangl llebih.l 

lSemakinl ltinggil luntungl lyangl ldidapatkanl lsemakinl lbesarl lpulal lbonusl lyangl 

ldidapatkkanl lolehl lpekerja/buruh.31 

 

komponenl lupah,l lyaitul lterdiril ldaril lupahl ltanpal ltunjanganl lsertal lupahl lpokokl ldenganl 

ltunjanganl ltetap.l lKejelasanl lpengaturanl linil lsangatl lpentingl lagarl lpekerjal lmemahamil 

lsecaral lkonkretl lbagianl lmanal ldaril lpenghasilanl lyangl lmenjadil lhakl lnormatifl lmereka.l 

lUpahl lpokokl lmencerminkanl lkompensasil ldasarl latasl lpekerjaanl lyangl ldilakukan,l 

lsementaral ltunjanganl ltetapl ldiberikanl lsecaral lkonsistenl lkepadal lpekerjal ldanl lmelekatl 

lpadal lpenghasilanl lbulanan.l l 

 

Denganl ladanyal lberbagail lsisteml lpemberianl lupahl ltersebut,l lmakal lpenerapannyal 

ltetapl lharusl lberlandaskanl lpadal laturanl lhukuml lyangl lberlakul lagarl lterciptal lkeadilanl 

lbagil lpekerjal lmaupunl lpemberil lkerja.l lDil lIndonesia,l lpengaturanl lmengenail lupahl 

ltelahl ldiaturl ldalaml lUndang-Undangl lNomorl l13l lTahunl l2003l ltentangl 

lKetenagakerjaanl lsertal ldiperkuatl ldenganl lketentuanl lterbarul ldalaml lUndang-

Undangl lNomorl l6l lTahunl l2023l ltentangl lPenetapanl lPeraturanl lPemerintahl lPenggantil 

lUndang-Undangl lNomorl l2l lTahunl l2022l ltentangl lCiptal lKerjal lmenjadil lUndang-

Undangl ldanl ldiaturl llebihl llanjutl ljugal lpadal lPeraturanl lPemerintahl lNomorl l36l lTahunl 

l2021l ltentangl lPengupahanl l.l lMelaluil ldasarl lhukuml ltersebut,l lsetiapl lsisteml 

lpengupahanl lwajibl lmemperhatikanl lprinsipl lkeadilan,l lkelayakan,l lsertal lkepastianl 
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l lMentaril lBerlianal lKemalal lDewi,l lAnalisisl lDampakl lPermintaanl lNaiknyal lUpahl lMinimuml 

lTerhadapl lPerekonomian,l lHukuml ldanl lKesejahteraanl lNasiona,l lJurnall lUnnes,l lVol.l l2l lNo.1,l lhlm.l 

l91-92 
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lhukuml lsehinggal ltidakl lhanyal lmenjaminl lhak-hakl lpekerja,l ltetapil ljugal lmendukungl 

lkelangsunganl lusahal ldanl lmenciptakanl lhubunganl lindustriall lyangl lharmonis. 

 



 

 

 

BABl lIII 

METODEl lPENELITIAN 

 

3.1l lJenisl lPenelitian 

Pendekatanl lmasalahl ldalaml lprosesl lpengumpulanl ldatal lpadal lpenelitianl linil 

ldilakukanl lsecaral lyuridisl lempiris.l lPenelitianl lYuridisl lempirisl lmerupakanl lsuatul 

lpenelitianl lyangl lmengkajil lketentuanl lhukuml lyangl lberlakul lsertal lapal lyangl lterjadil 

ldalaml lkenyataannyal ldalaml lmasyarakat.32l lDilakukanl luntukl ldapatl lmengetahuil 

lkejelasanl lfaktal ldanl ldilakukanl lmelaluil lwawancaral lkepadal lpihakl lyangl 

lberkompetenl ldil llokasil lpenelitianl lseryal lmengumpulkanl linformasil lyangl 

lberhubunganl ldenganl lpermasalahanl lyangl lditelitil lmengenail ltinjauanl lyuridisl 

lterhadapl lpengawasanl ldinasl ltenagal lkerjal lProvinsil lLampungl lterhadapl lpelaksanaanl 

lUpahl lMinimuml lProvinsil l(UMP)l lyangl ldikomperasikanl ldenganl laturanl lPerundang-

Undanganl lyangl lberlaku. 

 

3.2l lSumberl lData 

Sumberl ldatal lyangl ldigunakanl ldalaml lpenelitianl linil ladalahl ldatal lprimerl ldanl ldatal 

lsekunder: 

1. Datal lPrimer,l ladalahl ldatal lyangl ldiperolehl ldaril lhasill lpenelitianl lpadal lobjekl 

lpenelitian,l ldalaml lpenelitianl lini,l ldatal lprimerl ldiperolehl lmelaluil lwawancaral 

ldenganl lEdol lArmando,l lS.E.,l lM.M.,l lselakul lKepalal lSeksil lPenegakanl ldanl 

lPenindakanl lpadal lBidangl lPengawasanl lKetenagakerjaan,l lDinasl lTenagal 

lKerjal lProvinsil lLampung. 

2. Datal lSekunder,l lPengumpulanl ldatal lsekunderl lyangl ltelahl ldidapatkanl ldenganl 

lmeneliti,l lmempelajari,l lmemeriksal lataul lmembacal ldanl lmengumpulkanl ldatal 
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l lSuharsimil lArikunto,2012,l lProsedurl lPenelitiaanl lSuatul lPendekatanl lPraktek,l lJakarta:l lRinekal 

lCipta,l lhlm.126 
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lyangl lberhubunganl ldenganl lobjekl lpenelitianl lyangl ldilakukan.l lDatal lsekunderl 

linil ldikelompokkanl lmenjadil l3l ljenisl lbahanl lhukuml lyaitul l: 

a. Bahanl lHukuml lPrimer: 

Bahanl lHukuml lPrimerl ladalahl lbahanl lyangl ldiperlukanl ldanl lberkaitanl 

ldenganl lpermasalahanl lyangl lsedangl lditeliti,l lsebagaimanal lberikut: 

1) Undang-Undangl lDasarl lNegaral lRepublikl lIndonesial l1945; 

2) Undang-Undangl lNomorl l23l lTahunl l2014l ltentangl lPemerintahl lDaerah; 

3) Undang-Undangl lNomorl l13l lTahunl l2003l lTentangl lKetenagakerjaan; 

4) Undang-Undangl lNomorl l6l lTahunl l2023l lPenetapanl lPeraturanl 

lPemerintahl lPenggantil lUndang-Undangl lNomorl l2l lTahunl l2022l 

ltentangl lCiptal lKerjal lmenjadil lUndang-Undang; 

5) Peraturanl lPemerintahl lNomorl l36l lTahunl l2021l lTentangl lPengupahan 

6) Peraturanl lPemerintahl lNomorl l51l lTahunl l2023l lTentangl lPerubahanl 

lAtasl lPeraturanl lPemerintahl lNomorl l36l lTahunl l2021l lTentangl 

lPengupahan; 

7) Peraturanl lMenteril lKetenagakerjaanl lNomorl l33l lTahunl l2016l ltentangl 

lTatal lCaral lPengawasanl lKetenagakerjaan; 

8) Peraturanl lMenteril lKetenagakerjaanl lNomorl l16l lTahunl l2024l lTentangl 

lPenetapanl lUpahl lMinimuml lTahunl l2025; 

9) Keputusanl lGubernurl lLampungl lNomorl lG/720/V.08/HK/2024l 

ltentangl lPenetapanl lUMPl lProvinsil lLampungl lTahunl l2025. 

b. Bahanl lHukuml lSekunder: 

Bahanl lHukuml lSekunderl lyangl lmemberikanl lpenjelasanl lmengenail lbahanl 

lhukuml lprimerl ldil lantara: 

1) Buku-bukul lyangl lberkaitanl ldanl lyangl ldibutuhkanl ldenganl ljudull ldanl 

lpermasalahanl lyangl lakanl lditelitil ldalaml lpenulisan. 

2) Jurnall lhukuml ldanl lliteraturl lyangl lberkaitanl ldenganl lpenulisan. 

3) Hasill lpenelitianl ldanl lkaryal ltulisl lilmiahl lolehl lparal lpenelitil lyangl 

lberkaitanl ldenganl lpenulisan. 

c. Bahanl lHukuml lTersier: 
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Bahanl lhukuml ltersierl lyaitul luntukl lmemberikanl lpenjelasanl lterhadapl 

lbahanl lhukuml lprimerl ldanl lbahanl lsekunderl lyaitul lKamusl lBesarl lBahasal 

lIndonesia. 

 

 

 

3.3l lProsedurl lPengumpulanl lDatal ldanl lPengelolal lData 

3.3.1l lPengumpulanl lData 

Prosedurl lpengumpulanl ldatal ladalahl lprosedurl lyangl lsistematisl ldanl lstandarl luntukl 

lmemperolehl ldatal lyangl ladal lhubungannyal ldenganl lmetodel lpengumpulanl ldatal 

ldenganl lmasalahl lyangl ldipecahkan.l lUntukl lmelengkapil ldatal lgunal lpengujianl 

lpenelitianl lini,l ldigunakanl lprosedurl lpengumpulanl ldatal lyangl lterdiril ldaril l: 

1. Pengumpulanl lDatal lPrimer 

Datal lprimerl ldiperolehl lmelaluil lstudil llapanganl l(fieldl lresearch)l ldenganl lcara 

berupal lwawancaral lyangl ldilakukanl ldenganl lmemintal lketeranganl ldanl 

lpenjelasanl lyangl ldiperolehl llangsungl ldaril lpihakl lterkait,l lyangl lterdiril ldari: 

a. Kepalal lDinasl lTenagal lKerjal lProvinsil lLampung. 

2. Pengumpulanl lDatal lSekunder 

Pengumpulanl ldatal lsekunderl ldilakukanl ldenganl lcaral lmengadakanl lstudil 

lkepustakaanl l(Libraryl lresearch)l ldanl lstudil ldokumen.l lStudil linil 

ldimaksudkanl luntukl lmemperolehl larahl lpemikiranl ldanl ltujuanl lpenelitianl 

lyangl ldilakukanl ldenganl lcaral lmembaca,l lmempelajari,l lmengutipl ldanl 

lmenelaahl lliteratur-literaturl lyangl lmenunjang,l lperaturanl lperundang-

undanganl lsertal lbahan-bahanl lbacaanl lilmiahl llainnyal lyangl lmempunyail 

lhubunganl ldenganl lpermasalahanl lyangl lakanl ldibahas. 

 

3.3.2l lPengelolal lData 

Setelahl lmelakukanl lpengumpulanl ldata,l lselanjutnyal ldilakukanl lpengolahanl ldatal 

lsehinggal ldatal lyangl ldiperolehl ldapatl lmempermudahkanl lpermasalahanl lyangl 

lditeliti,l ladapunl ldatal lyangl lterkumpull ldiolahl lmelaluil lpengolahanl ldatal ldenganl 

ltahap-l ltahapl lsebagail lberikutl l: 
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1. Pemeriksaanl ldatal l(editing),l lyaitul lmengoreksil ldatal lyangl ldiperolehl ldilihatl 

ldaril lkelengkapan,l lkejelasanl ldanl lkebenarannyal latasl ljawabanl ldatal lsertal 

lkesesuaianl lataul lrelevansil ljawabanl lyangl lditerimal ldenganl lpokokl lbahasanl 

lyangl lakanl ldikaji. 

2. Klasifikasil ldatal l(classification),l lyaitul ldatal lyangl ltelahl ldikoreksil 

lselanjutnyal ldiklasifikasikanl lsecaral lteratur,l lberurutanl ldanl llogisl lsehinggal 

lmudahl ldipahamil ldanl ldiinterpretasikan. 

3. Sistematisl ldatal l(systematizing),l lyaitul lmenempatkanl ldatal lmenurutl 

lkerangkal lsistematikal lbahasanl lberdasarkanl lurutanl lmasalah. 

3.4l lAnalisisl lData 

Datal lyangl ldiperolehl lkemudianl ldianalisisl lsecaral lAnalisisl lDeskriptifl lKualitatif,l 

lyaitul lanalisisl ldatal lyangl ldiwujudkanl ldenganl lcaral lmenggambarkanl lkenyataan-

kenyataanl lataul lkeadaanl lsuatul lobjekl ldalaml lbentukl lkalimatl lmengenail lpengawasanl 

ldinasl ltenagal lkerjal lProvinsil lLampungl lterhadapl lpelaksanaanl lUpahl lMinimuml 

lProvinsil l(UMP).l lBerdasarkanl ldatal lyangl ltelahl ltersusunl lsecaral llogis,l lrincil ldanl 

ljelas,l lsehinggal lmemudahkanl luntukl ldimengertil lgunal lmenarikl lkesimpulanl ltentangl 

lmasalahl lyangl lditeliti.



  

 

 

 

BABl lV 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkanl lhasill lpenelitianl ldanl lpembahasanl ldaril lrumusanl lmasalahl lyangl ltelahl 

lpenulisl llakukan,l lmakal ldapatl ldisimpulkanl lsebagail lberikut: 

1. Kewenanganl lDinasl lTenagal lKerjal lProvinsil lLampungl ldalaml lmengawasil 

lpelaksanaanl lUMPl lbersifatl latributifl lsebagaimanal ldiaturl ldalaml lPPl lNomorl 

l36l lTahunl l2021l ltentangl lPengupahanl ldanl lPermenakerl lNomorl l33l lTahunl 

l2016l ltentangl lPengawasanl lKetenagakerjaan.l lPengawasanl ldilakukanl 

lmelaluil lempatl lmekanisme,l lyaitul lpengawasanl llangsungl ldil llapangan,l 

lpengawasanl ltidakl llangsungl lmelaluil lverifikasil ladministrasil ldanl lpelaporanl 

ldaringl l(WLKP),l lpengawasanl lpreventifl lberupal lsosialisasil ldanl lpembinaan,l 

lsertal lpengawasanl lrepresifl lmelaluil lnotal lpemeriksaan,l lsanksil ladministratif,l 

lmediasi,l ldanl lpenyusunanl lBAP.l lNamun,l lpelaksanaanl lpengawasanl ltersebutl 

lbeluml lberjalanl loptimall lkarenal lketerbatasanl ljumlahl lpengawas,l lrendahnyal 

lkepatuhanl lperusahaan,l lminimnyal lliterasil lketenagakerjaanl lpekerja,l ldanl 

lkurangl lmaksimalnyal lpenegakanl lhukuml lterhadapl lpelanggaranl lUMP. 

 

2. Penerapanl lUMPl lTahunl l2025l ldil lProvinsil lLampungl lmenunjukkanl lbahwal 

lkesejahteraanl lpekerjal ldipengaruhil lolehl lkondisil lekonomil ldaerahl lsertal 

lkemampuanl lperusahaanl ldalaml lmemenuhil lkewajibanl lmembayarl lupahl 

lminimum.l lSektorl lpertanian,l lperkebunan,l ldanl lindustril lpengolahanl lsebagail 

lpenopangl lekonomil ldaerahl lturutl lmenentukanl lkemampuanl lperusahaanl 

lmenyesuaikanl lupahl lsesuail lketentuan.l lSelainl litu,l lkepatuhanl lperusahaanl 

lterhadapl lUMPl lmasihl lmenjadil lkendalal lkarenal ltidakl lsemual lperusahaanl 

lskalal lbesarl ldanl lmenengahl lmelaksanakanl laturanl ltersebutl lsecaral lkonsisten,l 

lbaikl lakibatl lketerbatasanl lfinansiall lmaupunl lkurangnyal lkomitmenl lterhadapl 

lregulasi.l lDil lsisil llain,l lpengetahuanl lpekerjal lmengenail lhak-hakl lnormatifl 
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lmasihl lrendah,l ltermasukl lpemahamanl ltentangl lbesaranl lUMPl ldanl 

lmekanismel lpelaporanl lpelanggaran,l lsehinggal lbanyakl lpekerjal lbeluml 

lmampul lmemperjuangkanl lhaknyal lsecaral loptimal.l lDenganl ldemikian,l 

lkesejahteraanl lpekerjal ltidakl lhanyal lditentukanl lolehl lnilail lUMP,l ltetapil ljugal 

lolehl lstabilitasl lekonomi,l ltingkatl lkepatuhanl lperusahaan,l ldanl lpemahamanl 

lpekerjal lterhadapl lhak-hakl lketenagakerjaan. 

 
5.2l lSaranl l 

Berdasarkanl lkesimpulan,l ldapatl ldiajukanl lsaranl lsebagail lberikut: 

1. Dinasl lTenagal lKerjal lperlul lmemperkuatl lefektivitasl lpengawasanl lmelaluil 

lpenambahanl ljumlahl lpengawasl lmaupunl loptimalisasil lsisteml lpengawasanl 

lberbasisl lteknologil lsepertil lWLKPl lagarl lpemeriksaanl ladministrasil ldanl 

lkepatuhanl lperusahaanl ldapatl ldilakukanl llebihl lmenyeluruh.l lSelainl litu,l lperlul 

ladal lpeningkatanl lintensitasl lsosialisasil ldanl lpembinaanl lkepadal lperusahaanl 

lsertal lpekerja,l lterutamal lmengenail lketentuanl lUMPl ldanl lhak-hakl 

lketenagakerjaan,l lagarl lpelaksanaanl lUMPl lberjalanl llebihl loptimal. 

2. Perusahaanl ldiharapkanl lmeningkatkanl lkepatuhanl lterhadapl lketentuanl lUMPl 

lsebagail lbentukl ltanggungl ljawabl lhukuml ldanl lsosial.l lTransparansil ldalaml 

lpenyusunanl lstrukturl ldanl lskalal lupah,l lsertal lkomitmenl luntukl lmenyesuaikanl 

lupahl lsesuail lkondisil lekonomil ldanl lregulasil lyangl lberlaku,l lperlul lterusl ldijagal 

lagarl lhubunganl lindustriall ltetapl lharmonis.l lPerusahaanl ljugal lperlul llebihl 

laktifl lmengikutil lsosialisasil lterkaitl lpengupahanl luntukl lmenghindaril 

lpelanggaran. 

3. Pekerjal lperlul lmeningkatkanl lpengetahuanl ldanl lpemahamanl lmengenail lhak-

hakl lnormatif,l ltermasukl lbesaranl lUMPl ldanl lmekanismel lpelaporanl 

lpelanggaran.l lDenganl lpemahamanl lyangl llebihl lbaik,l lpekerjal ldapatl 

lmemperjuangkanl lhaknyal lsecaral llebihl lefektifl lsertal lberperanl laktifl ldalaml 

lmewujudkanl llingkunganl lkerjal lyangl ladill ldanl lsesuail lperaturan. 
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